PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN,
NOMOR 4, TAHUN 1990,

TENTANG

PERUBAHAN FERTAMA PERATURAN DAFRAH H?.OPII'EI DAERAH
TINGKAT T SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1968 TEN -
TANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG

DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATE-
RA SELATAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUEERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

Menimbang : &, bahwa sesual dengan perkembangen sektor-pertambangan Bshan
Galian Golongan C, maka Cebang Dinas Pertambangan Propinsi
_ _ Daersh Tingkat I Sumstera Selatan yang distur dmgan Pera-
J buran Daereh Propinsi Daerch Tingkst I Sunstere Selatan
' Nomor 11 tahun 1988, sebanyak 7 (tujuh) Cabang ninas perlu
di bentuk menjadi 10 (sepuluh) Sabang Dinas.

be bahwa sesual dengan -perkembangan sektor pertembangan- Bahan
Galien Golongan C, maka sudsh seyogyanyalsh pada sat.iap
Kebupaten den Kotamadya Daerah Tingkat IT di bentuk Cabeng

Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkst I Sumatera Sa -
latan,

. ¢« balwa untuk merealisir penambahan Cabang Dinae Pertamba.-
ngan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud
maka Persturan Daerah Propinsi Daersh Tingkat I Sumatera
Selatan Nomor 11 Tahun 1988 perlu diadaksn perubahan.

et | ’ d. bahwa Pembahan Peraturan Daersh dimakstid perin diatur dan

ditetapkan denzai Perattiran Daersh Prupins:. Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan.,

Mengingat : 1. Undeng-urdang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 ten -
' tang Pembentukan Daersh Tingkst I Sumatera Selatan. .

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tshun 1967 ten -
‘tang Ketentuen-ketentuan Pokok Pertambangan.

J« Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 197, beniteng
Pokok~Pokok Pemerintahan di Daerah.

Le Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969
: t.-mt.ang Palaks anaan Undang-undang Repuhl:l.k Irdonesia Nomor
11 Tahur 1967.

. . 4h .*_ . k . _ 5« Peraturan soawn
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5« Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1980 tentang Penggolongan Bshan Galian.

és Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

1986 tentang Penyerahan Sebaglan Urusan Pemerintahan di -
Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daersh Tingkat I,

7+ Keputusan Menteri Balam Negerd Nomor 362 Tshun 1977 tmtang
Pola Organisasi Pemerintah Daersh dan Wilayah.

8+ Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang

Pedoman Pembentukan Susunsn Orgenisasi dan Tata Kerja Dinag
Daersh.

?s Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang
Pedoman Pembentukan Susunan Organivesi dan Tots Kar:}a Cow
hang Dinas Daerah Tingkat I,

10. Supst Keputusen Menteri Pekerjaan Umum Nomor aﬁa/‘xpta/w&'
fentang Ketentuan Pengamanen Sungai dalam hubungan dangln
Pmmnhmgan Bahan Galian Golongan C.

11, Pepaturan ﬁaarah Propinsi Deerah Tingkat I Sumatera Selstan
Nomor 16 Tahun 1987 tenteng Usaha Pertambangan Bshan Galian
_ Golmgan G delam Propinsi Daereh Tingkst I Sumstera Selaban,
» Teraturan Dwah Propinel Daerah Tingkat I Sumatera Selztay
Nomor 17 Tshun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisesi
dan Tata Ke:!:-j_a Dinas Pertambangan Propinsi Daersh Tingkst I
Sumatera Se;&tan.

Dongen persgtujusn Dewsn Perwakilan Rakyst Daersh Propinsi Daerah
Tingkat I Bumatera Selatan.

MEMUTUSKAN ¢

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH FROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TEN-

TANG FERUBAHAN FERTAMA FERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

Pag al I-

Peraturan Daersh Propinsi Daersh Tingkat I Sumatere Selstan No-
mor 11 Tehun 1988 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Cabang Dinas Pertambanigan Propinsi Daersh Tingkat I Sumatera -

Selaten yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Ne—
geri tanggal 17 Nopember 1988 Nomor 55 Tshun 1988 dan telsh di-
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undangken dalam Lembaran Daersh Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Nomor 8 Tshun 1988 Sekie D tanggal 23 Nopexber
1988 diubah sebagai berikut :

A, Bab II Pasal 2 diubek dan harus dibaca :

Dengan Peraturan Daerah ini dibantuk Cabang Dinas sebagai
berdkut 1

Be

be

dy

|-

1.

&

h.

i

Cabang Dinas di Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yeng
berkedudukan di Palembang dengan Daersh kerja meliputi sge
luruh Kotamadya Daersh Tingket IT Palembang;

Cabang Dinas di Kabupsten Daersh Tingkat II Ogan Komering
Ilir yang berkedudukan di Kayu Agung dengan Daersh Kepju
meliputl seluruh Ksbupaten Daersh Tingkat II Ogan Komering
Ilirg

y Cabang Dinss di Kabupaten Daereh Tingkat IT Musi Bapyyeadn

yig berkeduduken di Bekayy dengan Daersh Kerda meldputi
seluruh Kebupaten Daersh Tinglkst IT Musi Banyuasin;

Cabang Dinas di Kabupaten Daersh Tingkat II Ogan Knmeri.ug
Ulu yeng herkedudukm di Baturaja dengan Daerah l{erjan,;m
malipa.ru samm,h Kabupaten Daerah Tinglkat IT Ogen Komring
Ulu; '

Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat IT Muara Enim

rang harhndudukan di Myere Enim dengan Baersh Kerianys nse
liputi seluyuh Kabupaten Daersh Tingkat IT Muara Endm;

Cabang Dinas di Kabupaten Daersh Tingkat II Lahat yang
berkedudukan di Lshat dengan Daersh Kerjanya meliputi se -
luruh Ksbupaten Daerah Tingkat II Lahaty

Cabang Dinas di Kabupaten Daersh Tingkat IT Musi Rawas .
yeng berkedudukan di Lubuk Linggan dengan Daersh Kerjanya
meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat IT Musi Rawasy

Cabang Dinas di Kabupaten Tingkat II Bangka yang berkedu -
dukan di Sungai Liat dengan Daersh Kerjanya meliputi selu-
ruh Kabupaten Daersh Tingkat IT Bangkay

Cabang Dinas di Kotamadys Daersh Tingkat II Pangkal Pinang
yang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan Daersh Kerjanya
melipubl seluruh Kotamadya Daersh Tingkat II Pangkal Pi =
nang;

Je Cabang Dinas di Ksbupsten Daersh Tingkat IT Belitung yang

berkedudukan di Tanjung Pandan dengan Daerah Kerjanya me -
liputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung.
El Bab FI!I#viiitv;li
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Be Beb VI Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut 3

(1) Kepala Cabang Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh
Gubermr atas usul Kepala Dinas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Ussha, Kepala-kepala Seksi diange

kat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas persetujuan
Gubernur Kepala Dimmab.

Ce Bab VII Pasal 15 lama dihapus, dan Bab VIIT Paszl 16 lama -
diubsh menjadi Bab VII Passal 15 baru.

P&sal II-

1, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di mﬂanﬂni
bgar setisp opang mengetahuinya memerdntahkan, pengund angen
- Peraturan Deersh ini dengan penetapannya dalam I.embaran Daa g
rah Prnp:mai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

2y Untuk memenuhi titik berat Otonomi pada Daersh Tingkat IT,
pembentukan Cabang Dinas sebasgaimana tersebut pada ayst (I)
Pasal ini a'glzﬁnba-t;larbatnya 3 (tiga) tahun setelah dj.na.h -
kan akan di tinjau kembali. '

Palembang, 10 Februari 1990,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR. KEPALA DAYRAH TINGKAT I
FROPINST DATI T SIM.SEL.
KETU A, SUMATERA SELATAN,
Dto, Dto.
He ZAINAL ABIDIN NING. He RAMLT HASAN BASRT.
DISAHKAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERIX
TANGGAL 10~9-1990 NOMOR 77.
SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Organisasi.

dto.
RAPIUDDIN HAMARUNG,.SH.

NIP: 010 QL7 878,

D IUNDANGKAN
DALAM LEMBARAW DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
' . SUMATERA SELATAN
NOMOR 7  THEHUN 1990 SIRIE G.
PADA TANGGAL 17 September 1990.
' SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.
Dto.
H.M. ARUB, SH.
NIP: 10005063,

OTENTIKASI

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

dto

(H.M.ARUB,S.H)
NIP. 440 004 063 e

T



